PEMERINTALF KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan
Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat IL
maka Retribusi Terminal merupakan jenis Retribusi Daerah
TingkatII;

. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, maka

dipandang perlu mengatur ketentuan Retribusi Terminal
dimnaksud dengan menudngkannya dalam Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 17 Tehun 1950 tentang

Pambentukan Deerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propin-
si Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;

. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang

Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 156, Tammbahan Lembaran Negara Nomor
2104) ;

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1$81 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 198! Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu

Lintas dan Ahgkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomar 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478} ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajek

Daerah Dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) ;

. Petaturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258} ;

Peraturan Pemerintat. Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pe-
nyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang
lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I
dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lerrbaran Negara Nomor 3529} ;

Peraturan Pemerintsh Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Penyerahan Sebagiar Urusan Pemerintahan Kepada 26
Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun
1995 Nomor 18, Tambahen Lembaran Negara Nomor 35%0) ;

Pegaturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Letnbaran Negara Nomor 3692) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986
tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah jo
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik FPegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pernerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

Keptitusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Pedoman Pengesshan Peraturan Daerah ;

Keputusan Menteri Palam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah ;

Keputusan Manieri Dalam Nogen Nomar 19 Tahun 159
tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I Dan Daerah Tingkat .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat il

Mojokerto

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
MOJOKERTO TEN TANG RETRIBUS! TERMINAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peratiiran Daerah ini vang dimaksud denean -
Tt vAng i e O  e— ~

a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat I Mojo-
kerto; :




. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Mojokerto ;

. Kepala Daerah  adalah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat H Mojokerto ;

. Kas Daerah, adaleh Kas Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Mojokerto :

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputs
perseroan terbatas, perseroan komanditer, persercan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama den bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisas: yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya ;

. Retribusi jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersil karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;

. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan
tempat parkir untuk kendarsan penumpang dan bis
umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di
lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, idak termasuk pelayanan peron ;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
mentrut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemctong Retribusi ;

Masa Retribusi adalzh suatu jangka wakiu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan tempat kKhusus parkir ;

. Surat Perndaftaran Obyek Retribusi  Daerah, yang
selanjutnya dapat disingkat SPAORD, adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data
obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi
Daerah ;

Surai Kefetapan Retribusi Daerah, yang selanjuinya
dapat dising-kat SKRD, adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan, vang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT;
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang teleh ditetapkan ;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya  dapat disingkat SKRDLB, adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada rewribusi vyang terutahg ateny Hdak
seharusnya terutang ;




o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda :

p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan
oleh Wajib Retribusi ;

q. Pemeriksaan aduleh serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau
keterangan  lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi
Daerah ;

r. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukd itu membuat terang tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya ;

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai
pembayaran etas pelayanan penyedisan tempat parkir untuk
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha,
fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau
dikelola oleh Pemerintak Dacrah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas
terminal yang meliputi :

a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang
dan bis umuun ;

b. penyediaan tempat usaha ;
c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan peron
dan penyedinan fasilitas terminal yang dikelola oleh
Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan fasilitas terminal.

BAB 11
GOLONGAN RETRIBUST

Pasal 5
Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal &

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan
jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif retribusi didasarkan atas tmjuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntunganyang pantas
diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien
dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARMNYA TARIF

Pasal 8

(1) Tarif retribusi digolongken berdasarkan jenis fasilitas, jenis
kendaraan dan jangka waktu pemakaian ;

(2) Besarnya tarif diletapkan berdasarkan tarif pasar yang
berlaku di Wilayah Daerah ;

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka
tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit
pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif
yang meliput :

a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
meliputi :

a. biaya operasional langsung, yang meliputi biava belania
pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang,
belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunar, biaya
listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang
berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;

b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrast
umum, den biaya lainnya  yang mendukung
penyediaan jasa ;

c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva
tetap dan aktiva lainnya yang befjangka menengah dan
penjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman,
nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan
penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka
pendek.

(5) Keuntungan sebagaimane dimaksud pada ayat (3) huruf

b ditetapkan dalam persentase tertertu dart tola!l biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dari modal.




(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan Terminal untuk kendaraan penumpang
wriwm dan bis umum ;

1. Kendaraan Bus Lambat, sebesar Rp. 300,00
( tiga ratus rupiah )

2. Kendaragn Non Bus Antar Kota, sebesar Rp. 200,00
{ dua ratus rupiah )

3. Kendarean Non Bus Dalam Kota, sebesar Rp. 100,00
( seratus rupiah )
b. Pemeakaian Tempat Usaha
1. Untuk pemakaian Kios di ling-
kungan Terminal setap meter
persegi sebesar

2. Untuk pemakasian Los di ling-
kungan Terminal setiap meter
persegi sebesar Rp. 75,00/ hari

3. Bagi para pedagang (kios dan los)
dikenakan retribusi keamanan
dan ketertiban sebesar Rp. 100,00/ hari

4. Bagi para pedagang (kios dan los)
dikenakan retribusi kebersihan
sebesar RP. 100,00/}131'1

Rp. 100,00/ hari

5. Selain retribusi tersebut  diatas
untuk kios dan los dikenakan

relribusi atas penggunaan air
minum dan aliran listrik sesuai

tarip yang berlaku.
c. Sarana Kebersihan Umum
Setiap penggunaan sarana kebersihan umum
1. Kamar Mandi sebesar Rp. 200,00
2. Kamar Kecil/ WC sebesar Rp. 100,00
d. Tempat (strirahat

Setiap penggunaan tempat istrirahat
di kenakan retribusi setiap orang
untuk paling lama 6 (enam) jam

sebesar Rp. 500,00
e. Pemakaian Fasilitas Terminal Rp. 100,00/
orang

f. Tempat Parkir Kendaraan

1.  Busbermalam (24 Jam) sebesar Rp. 200000
2. Bus tidak bermalam sebesar Rp. 1000,00
3. Mini bus bermalam (24 Jam) sebesar Rp. 1500.00
4. Mini bus tidak bermalam sebesar Rp. 800,00



5. Mobil Penumpang Umum dan
Angkutan Kota bermalam (24 jam)

sebesar Rp. 800,00
6. Sedan, Jeep, Pick Up, Station Wagon
dan sejenisnya sebesar Rp. 800,00

Untuk 2 (dua) jam pertama dan
sebesar Rp. 100,00 (seratus rupi-
ah) untuk setiap jam atau bagian
jam berikutnya.
7. Sepeda Motor Rp. 400,00
Untuk 2 (dua) jam pertama dan
sebesar Rp. 50,00 (lima putuh rupi-
ah) vniuk setiap jam atau bagian
jam beriluinya
8. Sepeda sebesar Rp. 100,00

BAB VIl
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang adalah pada seat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI RETRIBUS]

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak

ketiga / diborongkan.

Pasal il

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidek membayar tepat
pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi
administresi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setap
bulan dari retribusi terutang. yang Hdak atau kufang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB KX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUS]

Pasai 12

(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau
di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan
dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan
SKRD Tambahan ;

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus
disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau
dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
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(3)

Apabila pembayaran retribusi dilakukan sctelah lewat
wakiu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh
empat) bulan dengan menerbitkar STRD.

Pasal 13
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mern-
berikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur
retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana diraksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Pemnbayaran retribusi sebageimana dimaksud pada Pasai 13
ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda buk$
pembayaran ;

Setiap pembayaran dicatat dalam buku pencrimaan ;

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tenda bukt pembayar.
an dan buku penerirnaan retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BABX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUS:

Pasal 15
Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan segra setelah 7 (tujul)) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran ;
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sotelal tanggal surat
teguran/ peringatan atau surat lain yang sejenis diterima,
Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dikeluarkan cleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk foemulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan Retribusi Deerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) Peratucan Daerah ini dstetapkan oleh Kepala
Daerah.

(1)

BAB X1

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUST

Pasal 17

Kepala Daarah dapat memberikan  pengurangan,
keringanan dan pembebasan besarnya retribusi ;
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Tata cara pemberian pengurangan, Kernganan aan pem-
bebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

Penagihan retribusi, kedaluwatsa setelah melampaui jangka

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak

pidana di bidang retribusi;

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tertangguh apabila @

a. diterbitkan Surat Teguran ; atau '

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribust baik
langsung maupun tidak Jangsung.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban
sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 {empat} kali jumlah retribusi yang terutang ;
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran,

BAB X1V
PENYIDIKAN

Pasal 20

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 198! tentang Hukum Acara Pidana ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah : :

a. menerima, menceri, mengumpulkan dan menelit
keterangan atsit laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yeng dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah tersebut ;



c. meminta keterangan dan bahan bukt dari orang
pribadi atay badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah ;

d. memeriksa buku-buku,  catatan-catatan dan

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukt pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lair, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukt
tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelak-
sanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksean sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa seba-
gaimana dimaksud pada hurufe;

h. memotiet sesecrang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j- menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan  lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidane di bidang
Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memberi-
tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 198! tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9
Tahun 1996 tentang Retribusi Terminal Angkutan Pernuunpang
Umum Di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 2
Desember 1996, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannuys akan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Daerah.



Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempaten calam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat il Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Mei 1999
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT I MOJOKERTO
MOJOKERTC
KEfUA,
Cap. Tid Cap. THd
SUHARTO SUNARYO, S.E TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Mojokerto Tahun 1999 Seri B pada
tanggal 28 Desember 1999 Nomor 6/B.

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 1
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. Ttd

SUTARNO, SH
Pambina Tingkat 1
NIP. 010072183




PENJBLASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT I MOJOKERTO
NOMOR 7 @ TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

L PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan guna tetap mempertahankan
Pendapatan Asli Daerah dari sektor kegiatan terminal, maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 Tahun 1996 tentang Retribusi
Terminal Angkutan Penumpang Umum Di Kotamadya Daerah Tingkat i
Mojokerto, dipandang perlu untuk dicabut dan menerbitkan kembali Peratdran
Daerah baru tentang Retribusi Terminal yang diddsarkan padd keténtuan yang ada
pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 dimaksud.

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal1dan2 :  Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) hurufa : adalah pelataren di lingkungan Terminal yang ditentukan
dan di izinkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir
kendaraan.
husuf b . adalah suatu bangunan yang merupakan kios, los yang

disediakan Pemerintah Daerah di lingkungan Terminal

yang diperuntukan sebagai tempat berjualan.

huruf ¢ . suatu bangupan yang disediakan Pemerintah Daerah,
*  berupa sarana Kebersihan Umum, tempat istrirahat,
tempat cuci kendaraan bermotor, ritang tunggu dan lain-

lain.
Pasal 4 sampai Cukup jelas.
dengan 23
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